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WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 09 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2009-2014

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

WALIKOTA PADANG

bahwa gempa bumi tanggal 30 September 2009 disamping
menimbulkan korban jiwa juga telah mengakibatkan
rusaknya berbagai infrastruktur Kota Padang, yang
mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan terhadap
arah dan kebijakan berbagai program pembangunan Kota
Padang;

bahwa untuk menyikapi perubahan arah dan kebijakan
pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
dilakukan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Padang Tahun 2009-2014 dengan tidak
merubah Visi dan Misi kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b perlu perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang
Tahun 2009-2014.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4389 );

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (LN Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4400.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700) ;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5059);
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk
Kepantingan Umum. Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota
Padang Tahun 2004 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008
Nomor 15);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang
Tahun 2008 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah  Kota Padang (Lembaran
Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang (Lembaran
Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang
Tahun 2008 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan
Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008
Nomor 20);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang (Lembaran
Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 21);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 22 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Padang (Lembaran Daerah Kota
Padang Tahun 2008 Nomor 22);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Padang Tahun 2009 — 2014:



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Menetapkan :

dan
WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 09 TAHUN
2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2009-2014

Pasal |

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Padang Tahun 2009 — 2014 (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 09) diubah yaitu Lampiran ketentuan Pasal 3
ayat (2) yang merupakan naskah Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Padang sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal ll

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Agustus 2011

WALIKOTA PADANG

Dto

FAUZI BAHAR
Diundangkan di Padang
pada tanggal 8 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

dto
EMZALMI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR 10



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA PADANG TAHUN 2009 - 2014

. UMUM

Bahwa untuk menyikapi perubahan arah dan kebijakan pembangunan
pasca gempa tanggal 30 September 2009, perlu dilakukan revisi terhadap
Rancana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2009-2014,
sebagaimana diatur oleh Perda Nomor 09 Tahun 2009 . Revisi ini tidak
merubah Visi dan Misi Kepala Daerah, namun disusun untuk meletakkan
kerangka dasar priotitas pembangunan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal
150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menyatakan bahwa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Perubahan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun
2009-2014.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal |

Cukup jelas.
Pasal Il

Cukup jelas.
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